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WAWANCARA 

Pertanyaan 

1. Apa penyebab awal terjadinya perceraian? 

2. Kenapa memilih bercerai? Apakah tidak ada solusi selain bercerai? 

3. Apakah dampak terjadinya perceraian terhadap ibu dan anak-anak? 

4. Pada saat ini anak ikut dengan siapa? 

5. Bagaimana dengan biaya hidup anak? Siapa yang menanggung kehidupannya? 

6. Apakah putusan pengadilan mengakomodir kepentingan anak? 

7. Bagaimana pihak suami dalam menjalankan putusan pengadilan? 

8. Apa harapan ibu terhadap hasil putusan perkara tersebut? 

 

Jawaban 

1. Awalnya terjadinya karena sering terjadi percekcokan, pertengkaran dan saling 

tidak memahami. 

2. Karena sudah tidak ada jalan lagi, jika masih serumah dan tidak bercerai antara kita 

sering ribu sehingga anak mendengar keributan antara kita, kejadian itu sering 

terjadi, kasian anak yang mendengarnya dan antara kita juga sudah tidak ada rasa 

cinta dan sayang lagi. 

3. Sekarang saya harus berjuang sendiri untuk memenuhi kebutuhan saya dan biaya 

kekuarangan anak. 

4. Pada saat ini anak ikut dengan saya sebagai ibunya. 

5. Untuk biaya hidup anak seharusnya menjadi tanggung jawab suami, tetapi apa 

yang suami beri untuk memenuhi kebutuhan terhadap anak-anak sangatlah kurang, 

sehingga saya harus mencari kekurangannya. 

6. Dalam putusannya tidak sesaui dengan apa yang saya harapkan, saya mengajukan 

senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), namun dalam putusannya hanya 

dikabulkan senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), jauh dari kata 

cukup untuk membiayai kehidupan dan pendidikan 2 orang anak. 

7. Setelah sidang putusan suami hanya memberikan Rp.800.000,- setiap bulannya, 

tidak mentaati apa yang menjadi putusan hakim. 

8. Terhadap putusan pengadilan, seharusnya dapat dilakukan dengan sebenar-

benarnya dan jika dilanggar atau dipatuhi harusnya ada sangsi pidana, agar orang 

tidak lalain atau menyepelekan putusan tersebut. 

 

Cirebon, 10 Oktober 2022 

Narasumber 
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TATA ROSITA 

Penggugat 



 

 

 

WAWANCARA 

 

Pertanyaan 

1. Apakah di Pengadilan Agama Cirebon sering menangani perkara mengenai Nafkah 

Anak? 

2. Bagaimana sikap dari Pengadilan Agama dalam menyikapi orang tua yang 

berperkara tentang Nafkah Anak? 

3. Apakah yang dilakukan Pengadilan Agama Cirebon terhadap perkara Nafkah 

Anak? 

4. Apakah dasar Hukum dalam mengambil keputusan terhadap masalah Nafkah 

Anak? 

5. Apakah putusan itu akan berpihak kepada kepentingan anak? 

6. Apakah putusan itu akan dilakukan oleh para pihak? Baik itu Penggugat ataupun 

Tergugat? 

 

Jawaban 

1. Dalam satu tahun ada beberapa kasusu mengenai Nafkah anak, tapi tidak sebanyak 

kasus perceraian. 

2. Sikap kami akan menerima setiap perkara yang didaftarkan dan kami akan proses 

susuai dengan SOP yang ada. 

3. Yang pertama kali dilakukan dalam persidangan yaitu memeriksa berkas yang 

telah didaftarkan dan yang terpenting adalah melakukan mediasi. Mediasi 

dilakukan agar ada kesepakatan antara kedua belah pihak dengan didampingi oleh 

hakim mediasi sebagai penengah, jika terdapat kesepakan  damai dalam mediasi, 

berarti perkara dihentikan dan putusannya berdasarkan mediasi. Hasil sepakat 

mediasi biasanya akan sangat bisa diterima dari pada berperkara sampai dengan 

putusan, karena hasil mediasi mengakomodir kedua belah pihak. 

4. Dasar hukum dalam mengambil keputusan adalah KHI dan UU No.1 tahun 1974 

5. Dalam memberi keputusan, majelis hakim melihat apa dan berapa kepentingan 

anak, sehingga anak dapat tercukipi kebidupannya namun yang menjadi 

pertimbangan dalam member keputusan, kemampuan dari orang tua tersebut. 

Apakah orang tua itu mampu jika dibebani dengan nominal yang besar, itu 

pertimbangan dalam mengambil keputusan. 

6. Dalam menjalankan keputusan masing-masing pihak harus sadar dan penuh rasa 

tanggung jawab dalam menjalankannya, karena anak merupakan tanggung jawab 

ayahnya secara materi, namun jika sang ayah mengingkari apa yang telah menjadi 

tanggung jawabnya, dia akan mendapatkan dosa dan yang tampak Nampak yaitu 

sangsi social karen tidak ada hukum yang memaksa dalam menjalankan putusan 

ini, tidak adanya sangsi pemidanaan. 

Cirebon, 11 Oktober 2022 

Narasumber 

 

ttd 

 

Nidaul Husni, S.H.I., M.H. 

Hakim 



 

 

 

WAWANCARA 
 

 

Pertanyaan 

1. Dimana bapak melakukan gugatan terhadap nafkah anak? 

2. Apa yang diminta dalam gugatan tersebut? 

3. Kenapa harus memakai gugatan? Apakah tidak bisa secara musyawarah? 

4. Perimbangan apa yang membuat yakin bahwa gugatannya dapat diterima? 

5. Apa hasil dari putusan hakim? 

 

Jawaban  

1. Di pengadilan Agama Cirebon, karena domisili Penggugat dan Tergugat di 

Kota Cirebon 

2. Yang diminta adalah Nafkah Anak sebesar Rp.4.000.000 (empat juta 

rupiah) setiap bulannya 

3. Karena dengan cara kekeluargaan sudah tidak bisa, maka dilakukan melalui 

gugatan Pengadilan, agar Negara memfasilitasi kepentingan anak sehingga 

terjadi keadilan untuk anak anak. 

4. Karena setelah dirinci, kebutuhan kedua anaknya senilai Rp.4.000.000,- 

(empat juta rupiah) dan dalam hukum islam ataupun UU No.1 tahun 1974 

bahwa ayah bertanggung jawab atas nafkah anak-anaknya. 

5. 1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 

2.  Menetapkan nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ----

dan -------- sejumlah Rp.1.500.000,- setiap bulannya sampai anak-anak 

berusia 21 tahun (dewasa/dapat berdiri sendiri) dengan kenaikan setiap 

tahunnya sebesar 10% diluar biaya pendidikan dan kesehatan; 

3.  Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kedua anak Penggugat dan 

Tergugat sebagaimana tersebut dalam dictum angka 2 (dua) kepada 

Penggugat; 

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 

Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah). 

 

 

Cirebon, 11 Oktober 2022 

Narasumber 
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G U N A W A N, S.H. 

Advokat 


